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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum.
1
 sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), 

yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas 

dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar 

atas hukum (rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”. 

Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai 

pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. 

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam 

menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum 

ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah 

laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum 

tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar 

itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan 

mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. 

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai 

ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat 

terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang 

semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi 
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buntut, judi kupon putih, Judi Bola On line bahkan sampai yang memakai 

teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (short message service) 

dan WA (Whats App). 

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk 

diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang 

diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, 

sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur AH Sadikin yang 

melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu ekses negatif dari 

perjudian lebih besar daripada ekses positif. Oleh karena itu pemerintah dan 

aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi 

dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.
2
 

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan 

kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan 

dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan 

cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah 

laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan 

masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana 

perjudian. 

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan 

dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum 

perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan 
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diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang 

menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan 

taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan 

sebelum pertandingan dimulai. 

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa 

beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan 

akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain 

merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni 

jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain 

rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi 

seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal 

seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.
3
 

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk 

perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan 

adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang 

ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau 

mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan 

tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan 

perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban 

masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam 

menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam 

bentuk tesis dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dan Kebijakan Hukum Pidana di 

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai 

Keadilan. 

 

B.     Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu : 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian di Pengadilan Negeri Kudus ? 

2. Mengapa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian 

di Pengadilan Negeri Kudus belum berbasis nilai keadilan ? 

3. Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian dalam  rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang 

berbasis nilai keadilan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus. 
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2.  Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus belum berbasis nilai 

keadilan. 

3. Untuk menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian dalam  rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang 

berbasis nilai keadilan. 

D.     Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan 

Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana materiel maupun formil. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, 

memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, 

khususnya mengenai tindak pidana perjudian. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan faktor‐faktor penting yang telah diketahui dalam 

suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang 
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saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara 

beberapa variabel yang diobservasi.
4
 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh 

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas 

perbuatan yang dilakukan.
5
 Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang 

tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. 

Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal 

yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. 

 

1. Pengertian Sanksi Pidana 

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 

kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan 

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari 

pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat 

nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 

perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau 

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya 

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku 

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan 

sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. 

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-

                                                 
4
Liaamani “Kerangka Teoritis” http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html 21 

September 2018 
5
Roeslan saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, 1983, hlm 75 

http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html
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syarat tertentu.
6
 sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah 

reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.
7
 

2. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku 

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum.
8
 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
9
 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran 

                                                 
6
 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, BandarLampung, 

Unila, 2009, hlm.8 
7
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81 

8
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Adityta Bakti, 1996, 

hlm. 16 
9
 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

2001, hlm. 22 
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yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi 

“kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi 

pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan 

juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam 

perundang-undangan secara keseluruhan. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa 

larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. 

Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana 

materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang 

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja 

(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang 

diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP 

(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa 

orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. 

Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada 

kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 

seseorang dan Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. 
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d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang 

yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan 

(Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak 

pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak 

pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada 

dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur 

dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi 

dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang 

mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, 

misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya 

sehingga anak tersebut meninggal.
10

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 

tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak 

pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana 

aktif dan pasif. 

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 

a. Kelakuan dan akibat (  perbuatan ) 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
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c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

d. Unsur melawan hukum yang objektif 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
11

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya. 

3. Pengertian Perjudian 

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir 

setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. 

Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak 

yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi 

generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam 

bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar 

sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah 

mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, 

moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan 

ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril 

tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.
12

 

  Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut 

pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun seddangkan perjudian 
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 Ibid, hlm. 29 
12

 Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. 

Tatanusa, Jakarta. hlm 65 
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melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar 

dolar diawal kelahirannya.
13

 Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan 

memakai uang sebagai taruhan”.
14

 

  Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 

permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau 

harta semula”.
15

 

  Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan 

sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap 

bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu 

pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan 

kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
16

 Dalam tafsir Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : 

  Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga 

termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda 

atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-

perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam 

perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.
17

 

                                                 
13

 Sutan Remi Syahdeni, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Graffiti, 

Jakarta, 2009. hlm 230 
14

 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, 

hlm. 419 
15

 Ibid hlm. 419 
16

 Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56. 
17

 Dali Mutiara, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1962, hlm. 220 
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  Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 

Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai : 

  Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang 

pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau 

pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan 

pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan 

perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang 

turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-

lainnya. 

 

4. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana 

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak 

dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. 

Kebijakan penal (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional 

untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum 

pidana.
18

 Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan 

istilah kebijakan hukum pidana (criminal law policy) dan politik hukum 

                                                 
18

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya 

Bhakti, 1996, hal. 29. 
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pidana (strafrechtspolitiek). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah 

tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.
19

 

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan 

sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-

sarana “non-penal”.
20

 

Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan 

melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di 

dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural 

masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha 

penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam 

operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di 

dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem 

pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga 

Pemasyarakatan serta Advokat. 

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam 

menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak 

dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). 

Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan 

kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana 

                                                 
19

 Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Yogyakarta: FH UII Press, 

2014, hlm. 14. 
20

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, 

hlm 158. 
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(penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal 

policy).
21

 

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan 

teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif 

dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual 

yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di 

samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif 

dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan 

dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.
22

 

 

F. Kerangka Teoritis 

1. Teori Keadilan Islam 

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online 

adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang 

benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai 

suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.
23

 Sedangkan menurut 

bahasa Arab, adil di sebut dengan kata „adilun yang berarti sama dengan 

seimbang, dan al‟adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak 

kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan 

sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran 

                                                 
21

 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 

Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 20 
22

 Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”, Pidato Pengukuhan 

Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal. 6 
23

 ttp://kbbi.web.id/adil. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta 
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terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai 

dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.
24

 

Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai 

istilah,antara lain „adl, qisth, mizan, hiss, qasd,atau variasi ekspresi tidak 

langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah zulm, itsm, 

dhalal, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan 

dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering 

disebutkan dalam Alquran. 

Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar 

keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat 

kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup 

secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang 

dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
25

 

Islam mendefinisikann adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak 

didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi 

tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu 

merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan 

terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan 

mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas 

manusia.
26

 

                                                 
24
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 Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo 

Persada , 2008, hlm.59 
26
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Dalam khazanah islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud 

adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, 

didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan 

penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu 

kewajiban.
27

 

Murtadha Muthahhari memaknai keadilan sebagai suatu keadaan 

sesuatu yang seimbang. Dalam suatu masyarakat terdapat bagian-bagian 

yang beragam yang menuju satu tujuan tertentu, maka disitu terdapat 

banyak syarat. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok masyarakat 

tersebut dapat bertahan dan dapat memberi pengaruh yang dikehendaki 

darinya, serta dapat memenuhi tugas yang diletakkan padanya. 

2. Teori Tujuan Pemidanaan. 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum 

pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut 

sebagai berikut.
28

 

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturutturut, 

peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana 

yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur 

                                                 
27

 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm.7 
28

 Meden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, hlm. 2. 
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cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata 

tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 

mengandung konsekuensikonsekuensi positif bagi si terpidana, korban 

juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 

tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 

melakukan kejahatan serupa. 

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan 

pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih 

dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, 

Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada 

Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, 

Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, 

yaitu:
29

 

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan 

baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) 

maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan 

kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi 

(speciale preventif), atau 

                                                 
29
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b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat 

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana 

perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan 

pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa 

bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu 

nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan.
30

 

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 

ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : 

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri 

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 

kejahatankejahatan, dan 

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 

untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat 

yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang 

tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas 

tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai 

berikut : 

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien) 

                                                 
30
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Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini 

diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada 

pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti 

memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, 

bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 

keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan 

(revegen). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa : 

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya 

kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa 

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena 

orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan 

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi 

bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. 

 

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana 

merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang 

melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan 

suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah 

etika yang jahat ke yang baik. 

Menurut Vos, bahwa.
31

 

 

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan 

pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan 

terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah 

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di 

dunia luar. 
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b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 

 

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa 

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar 

pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya 

penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 

memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya 

lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa.
32

 

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku 

tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan 

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan 

kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan. 

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana 

pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang 

ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general 

preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas 

pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan 

reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi 

masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari 
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masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa 

takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak 

mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah 

panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk 

mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan 

dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan 

kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

c. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien) 

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan 

pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu 

kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan 

mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat 

sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. 

Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik 

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku 

terpidana di kemudian hari. 

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan 

pandangan sebagai berikut.
33

 

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan 

sebagai suatu gejala masyarakat. 
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2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis 

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat 

digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. 

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana 

tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus 

digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya 

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini 

mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan 

jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan 

pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu 

perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan 

kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk 

delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan 

sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat 

tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau 

pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. 

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman 

dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu 

istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah 

umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, 

disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang 
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berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan 

hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi 

merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan 

pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena 

telah melanggar hukum (pidana). 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat 

atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk 

memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
34

 Pada hakekatnya penelitian ini timbul 

dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta 

pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dialamnya ilmu hukum pidana. 

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistimatika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan 

yang timbul didalam gejala tersebut.
35

 

 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematik dan konsisten. 

Metodelogis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematik 
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adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal 

yang bertentangan dengan kerangka tertentu. 

 Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai 

pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan 

memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu 

langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. 

Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan 

dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan untuk mengalisis 

hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan 

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek 

kemasyarakatan.
36

 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

 Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan 

adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan 

kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa 

adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.  

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  
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3. Jenis dan Sumber Data 

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari lapangan. Data 

Sekunder di peroleh dari kepustakaan, yaitu : Bahan huku primer, bahan huku 

sekeunder, dan bahan hukum tersier 

 Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari   

a. Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. 

e. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

f. UU No 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

g. RUU KUHP 

          Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal 

ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Pidana, berupa kamus atau 

ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum piadana.  

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau eksiklopidia 

kepustakaan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya 

pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan 
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alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data 

yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan 

cara wawancara dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data 

yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. 

 Selain data dari pustaka, lapangan, observasi, wawancara, serta quisioner 

penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini 

yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose non random 

sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga 

sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan 

sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-

persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu 

yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan 

karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.
37

 

Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah  : 

a. Penyidik Polres Kudus 

b. Kejaksaan Kudus 

c. Pengadilan Negeri Kudus 

d. Masyarakat  

 

5. Metode Analisis Data 

 Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian 
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disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa 

secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah 

dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada.
38

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kerangka manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, kerangaka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjuan pustaka meliputi Tinjauan umum 

tentang tindak pidana, tinjuan umum tentang penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dan 

kebijakan hukum pidana di dalam Rancangan Undang-undang Kitab 

Undang-undang hukum pidana yang berbasis nilai keadilan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang 

ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni penerapan sanksi 
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Kudus pidana terhadap pelaku tindak pidana perjuduan di Pengadilan 

Negeri Kudus, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian di Pengadilan Negeri Kudus belum berbasis nilai keadilan dan 

kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam  

rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang berbasis nilai 

keadilan. 

 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




